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Pemilik Lahan Keberatan
Haknya Diambil Tanpa Koordinasi

Sambungan dari hal 20

Dirinya sangat kece-
wa. Karena Pemerintah
Desa Pakuli Utara maupun
Pemerintah Kabupaten Sigi
serta yang utamanya pi-
hak rekanan, sama sekali ti-
dak pernah menyampaikan
atau melakukan koordinasi.
Dia tak tahu, kalau lahan-
nya akan dibongkar dan di-
jadikan JUT.

“Makanya sekarang ini
saya keberatan atas tinda-
kan yang telah dilakukan
pihak-pihak terkait. Sebab,

sudah mengambil hak saya
tanpa memberi tahu lebih
dahulu. Selaku pemilik la-
han, saya melarang keras
lahan saya dijadikan pem-
bangunan JUT,” warning
Rayu.

Bahkan di lokasi itu, dia
memasang papan pem-
beritahuan, lengkap den-
gan tulisan dan disertai
namanya. Dengan begi-
tu kata dia, semua pihak
mengetahui duduk per-
soalannya. Sementara
itu, salah seorang warga
Desa Pakuli Utara berini-
sial HTR menilai, bahwa

proyek pembangunan JUT
yang tepatnya di Dusun I
Desa Pakuli Utara terse-
but, diduga menyala-
hi Peraturan Presiden
(Perpres) tentang pen-
gadaan barang dan ja-
sa pemerintah. Karena,
proyek tersebut tidak
menggunakan papan na-
manya. “Sejak dimulainya
pekerjaan proyek ini, pi-
hak kontraktor tidak per-
nah memasang papan in-
formasi, dan ini sudah me-
langgar UU Keterbukaan
Informasi Publik (KIP), ”
terangnya. (sur)
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Rp400Jutalebihatasklaimta-
hun 2012. Pihak Dinas Kese-
hatan beralasan, dana terse-
but tidak bisa cair lantaran
lambat diklaim atau sudah
tutup buku. Padahal menu-
rut keterangan Puskesmas,
klaim diajukan jauh hari se-
belum tutup buku. Selain itu,
juga diketahui pemasukan
PADdaridanaJampersaltelah
mencapai 190 persendaritar-
get PAD sektor Jampersal. Itu
berarti dana Jampersal telah
100 persendiklaim oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bang-
kep.(bar)
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